
BUPATILUWU 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU 

NOMOR: 4 T;JuIN 2 1, 

TENTANG 

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERINTAH MEMBAYAR, DAN PENCAIRAN 

DANA UP, GU, DAN TU SERTA BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-GU, 

SPP TU DAN PENERBITAN SP2D SECARA ONLINE PADA PEMERINTAH 

KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU, 

Menimbang 

Mengingat 

a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 198 dan Pasal 201 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2011  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

perlu penetapan batas maksimum jumlah SPP - UP, SPP - GU 

dan SPP TU masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2018;  

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses pencairan dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan batas 

jumlah maksimum yang ditetapkan, maka perlu mengatur 

prosedur dan mekanisme permintaan pembayaran, perintah 

membayar, dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) secara Online; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Permintaan Pembayaran, Perintah Membayar, 

dan Pencairan Dana UP, GU dan TU serta Batas Maksimum 

Jumlah SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan Penerbitan SP2D secara 

Online Tahun Anggaran 2018.  

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarang Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 



Menetapkan 
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Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

20. Peraturan Daerah Ka bu paten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Luwu Tahun 2018 ;  

22 .  Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 ten tang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMINTAAN 

PEMBAYARAN, PERINTAH MEMBAYAR DAN PENCAIRAN DANA UP, 
GU, DAN TU TAHUN ANGGARAN SERTA BATAS MAKSIMUM 
JUMLAH SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU DAN PENERBITAN SP2D 
SECARA ONLINE PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU 

TAHUN ANGGARAN 2018 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Luwu. 

2 .  Bupati adalah Bupati Luwu. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 
Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala DPKD 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah. 

1 1 .  Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yg dipimpinnya. 

12 .  Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah 
Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

13 .  Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah 
Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
berwenang memndatangani surat-surat pencairan dana atas beban rekening kas 
umum daerah. 

14 . Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan 
se bagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan se bagian tugas dan 
fungsi SKPD. 

15 .  Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK, adalah 
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

16.  Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah. 

1 7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah. 

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah 
ditetapkan. 

20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. 
2 1 .  Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. 
22 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen yang membuat 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen yang 
memuat Perubahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 
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24. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraaan arus kas masuk yang bersumber dari 
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk menghatur ketersediaan dana yang 
cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang 
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan 
SPP. 

26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang 
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

27 . SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang 
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang 
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

28. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang 
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan 
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

29. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang 
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak yang tidak 
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 

30. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga 
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran 
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

31 .  Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang 
digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

32. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang digunakan sebagai 
uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 

33. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan 
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

34. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah 
ditetapkan sesuai ketentuan. 

35. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
Penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat 
Daerah kepada Pihak Ketiga. 

36. Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen 
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD 
berdasarkan SPM. 

37. Transaksi Elektronik adalah pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 
komputer, jaringan komputer dan/ a tau media eletronik lainnya. 

38. Admin BUD adalah Pegawai atau personil yang ditunjuk oleh BUD atau Kuasa BUD 
untuk memelihara, mengorganisir, mencetak dan mengoperasikan Sistem Informasi 
yang ada aplikasi SP2D. 
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BAB II 

BATAS MAKSIMUM JUMLAH SPP-UP, SPP-UG SPP-TU 

Bagian Kesatu 
Surat Permintaan Pembayaran 

Pasal 2 

( 1 )  Dalam rangka pennintaan uang persediaan sebagai uang muka kerja, pengganti uang 
persediaan dan tambahan uang persediaan, maka setiap Bendahara Pengeluaran 
SKPD dapat mengajukan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU kepada pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran dan SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU kepada 
Kuasa BUD; 

(2) SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPM-UP,SPM-GU, SPM-TU sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  harus sesuai dengan batas maksimum yang ditetapkan. 

Bagian Kedua 

Penetapan Uang persediaan 

Pasal 3 

Uang Persediaan (UP) dapat diberikan kepada SKPD setinggi-tingginya 1 /  12 dari pagu 
anggaran belanja langsung diluar belanja modal, dana bos, pendidikan gratis, kapitasi JKN, 
belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan Belanja pemeliharaan 
jalan/jembatan/gedung/lapangan yang dipihakketigakan. 

Bagian Ketiga 
Ganti Uang Persediaan 

Pasal 4 

( 1 )  Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan SPM-GU dalam 
rangka ganti uang persediaan untuk pengisian kembali uang persediaan; 

(2) Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diberikan oleh PPKD 
apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan maka dapat dibayarkan dengan cara 
mengganti uang (GU) sebesar dari dana UP yang diterima sebagaimana yang dimaksud 
pada Pasal (3). 

Bagian Keempat 
Tambahan Uang Persediaan 

Pasal 5 

Dalam hal pengguna dana jika SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi 
sisa dana yang tersedia guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak maka 
bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU kepada pengguna anggaran/ kuasa 
pengguna anggaran dan selanjutnya pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
mengajukan SPM-TU kepada Kuasa BUD dalam rangka pengisian uang persedian. 

Pasal 6 

(1 )  Batas jumlah pengajuan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan 
dan waktu penggunaannya. 
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(2) Dalam hal dan tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (Satu) Bulan sejak 
SP2D diterima, maka sisa tamabahan uang disetor kembali ke rekening kas umum 
daerah. 

(3) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (2) dikecualikan untuk: 
a. Kegiatan yang melebihi 1 (Satu) Bulan; 
b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang 

diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran. 

BAB III 

PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERINTAH MEMBAYAR, 

DAN PERINTAH PENCAIRAN DANA 

Bagian Kesatu 

Permintaan Pembayaran 

Pasal 7 

( 1 )  Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU 
kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. 

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilampiri dengan rincian rencana 
penggunaan dana (SPD). 

Pasal 8 

Penetapan jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) disesuaikan dengan 
Penetapan jumlah SPP-UP setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Perintah Membayar 

Pasal 9 

(1 )  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP, SPM-GU dan 
SPM-TU apabila dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, maka operator masing 

masing SKPD menginput data SPM pada aplikasi SP2D online 
(2) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  diverifikasi oleh 

Pejabat yang berwenang untuk proses selanjutnya, sementara apabila terjadi 
kesalahan penginputan atau data tidak valid maka data SPM akan ditolak dan 
diproses ulang kembali dari awal oleh Operator SKPD dengan menginput data SPM 

yang tepat selanjutnya diajukan kepada BUD /Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 

Bagian Ketiga 

Pencairan Dana 

Pasal 10 

( 1 )  Operator SP2D online/verifikator/petugas yang ditunjuk oleh Kuasa BUD melakukan 
verifikasi data SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS dalam aplikasi SP2D Online 
dengan Data SPM yang dibawa secara manual oleh petugas masing-masing SKPD. 
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(2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU yang 
diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang 
diajukan tidak melampaui batas maksimal uang persediaan, ganti uang dan tambahan 
uang telah yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 10 ayat (1)  adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran. 

(4) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: 
a. Surat Pemyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti 

pengeluaran yang sah dan lengkap. 
(5) Kelengkapan SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pemyataan tanggung 

jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pasal 1 1  

( 1 )  Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 

dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (Dua) Hari. 
(2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, 

dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah dan/ a tau pengeluaran melampaui batas 
maksimal dan/ atau sesuatu kejadian yang diluar kendali, Kuasa BUD menolak 
menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung diterimanya pengajuan 
SPM. 

(3) Apabila data yang diverifikasi telah valid maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D melalui 
aplikasi SP2D online yang diteruskan ke Pihak Bank/Bank Operasional. 

(4) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang 

persediaan/ ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan kepada pengguna 
anggaran/ kuasa pengguna anggaran. 

Pasal 12 

Batas maksimal jumlah uang tunai yang diperkenankan disimpan pada Brankas 
Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 10 .000 .000 ,- (Sepuluh Juta Rupiah). 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

( 1 )  Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pengendalian dan 
pengawasan terhadap penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan dan 
tambahan uang persediaan. 

(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi upaya 
memberikan petunjuk, memperbaiki dan menyempumakan dan melakukan pengujian 
atas pagu dana yang diberikan, serta mengawasi agar uang yang diminta dipergunakan 
untuk keperluan yang sesuai dengan surat pemyataan pengujian SPP-UP/SPP 

GU/SPP-TU. 
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Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu. 

Ditetapkan di Belopa 

pada tanggal i.; .;-l!.)2,u, r:. :::n: n 

Diundang di Belopa 

pada tanggal C :J JlllM"i 20 1 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU 

� 
SYAIFUL ALAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR . .  4  . .  

Lenovohitemtian / D / lvo / Pcrbup 2018 
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